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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis, penulis dapat

menyimpulkan:

1. Penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran
lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan jika
mendapat persetujuan dari korban dan atau keluarga korban.
Diversi dapat diterapkan mulai dari tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang
berwenang. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang
tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial
Profesional  berdasarkan  pendekatan Keadilan  Restoratif
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan masih terdapat
kendala vyaitu apabila dari pihak korban tidak hadir dan
Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional
sibuk sehingga tidak bisa hadir dalam proses pelaksanaan diversi di

pengadilan.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan, penulis mencoba mengemukakan
saran mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana
khususnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh
anak dengan adanya korban jiwa.

1. Kepada aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim
tidak perlu lagi meneruskan setiap perkara yang dilakukan oleh
anak jika penerapan diversi sudah tercapai ditingkat penyidikan.

2. Dalam setiap perkara yang dilakukan oleh anak aparat penegak
hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim untuk lebih
mengedepankan penerapan diversi dan lebih memperhatikan hak-
hak anak mengingat anak masih harus dididik, dibina, dan
dibimbing agar dapat menjadi orang yang berguna bagi

masyarakat, Bangsa dan Negara .
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